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RINGKASAN

ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM
PENANDATANGANAN BATAS BIDANG TANAH
PADA PENDAFTARAN TANAH

Oleh:

Khairatunnisa®, Djoni S. Gozali?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena
selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana usaha, tanah juga merupakan
objek hukum yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, negara
berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah melalui
penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Salah satu unsur penting dalam pendaftaran tanah adalah
penetapan batas bidang tanah yang dilaksanakan berdasarkan Asas Kontradiktur
Delimitasi, yaitu asas yang mengharuskan adanya kesepakatan antara pemilik tanah
dengan pemilik tanah yang berbatasan mengenai letak dan batas bidang tanah.

Asas Kontradiktur Delimitasi merupakan prinsip yang bertujuan
menciptakan kepastian hukum terhadap data fisik tanah dan mencegah terjadinya
sengketa batas tanah di kemudian hari. Dalam praktiknya, asas ini diwujudkan
melalui pemasangan tanda batas dan persetujuan dari para pemilik tanah yang
berbatasan yang kemudian dibuktikan melalui penandatanganan dokumen yang
berkaitan dengan penetapan batas bidang tanah. Namun demikian, pengaturan
mengenal waktu pelaksanaan penandatanganan batas bidang tanah mengalami
perkembangan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 yang
menimbulkan perbedaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan waktu
penandatanganan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi
dalam proses pendaftaran tanah, serta mengkaji akibat hukum yang timbul apabila
asas kontradiktur delimitasi tidak dilaksanakan dalam penandatanganan batas
bidang tanah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan waktu penandatanganan
batas bidang tanah diatur dalam dua instrumen hukum yang berbeda. Pertama,

1 NIM 2420216320075
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa penetapan batas
dan persetujuan para pihak dilakukan pada saat proses pengukuran di lapangan.
Pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan hadir pada saat pengukuran,
menyaksikan secara langsung letak batas bidang tanah, kemudian memberikan
persetujuan yang dibuktikan dengan penandatanganan gambar ukur atau dokumen
yang berkaitan dengan hasil pengukuran tersebut. Model ini menempatkan petugas
ukur sebagai pihak yang memfasilitasi sekaligus memverifikasi kesepakatan para
pihak secara langsung di lapangan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengubah mekanisme
tersebut dengan mewajibkan adanya Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas
dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan sebelum pengukuran dilakukan.
Persetujuan para pihak harus diperoleh terlebih dahulu oleh pemohon dan menjadi
syarat administrasi yang wajib dilengkapi sebelum berkas permohonan diproses
oleh Kantor Pertanahan. Selain itu, pemasangan tanda batas juga harus
didokumentasikan melalui foto yang dilengkapi dengan geotagging. Dengan
demikian, titik pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi bergeser dari tahap
pengukuran ke tahap pra-permohonan.

Penelitian ini menemukan bahwa secara substansial kedua peraturan
tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kepastian hukum terhadap
batas bidang tanah dan mencegah timbulnya sengketa pertanahan. Akan tetapi,
terdapat perbedaan dalam mekanisme dan waktu pelaksanaannya. Dari perspektif
teori hierarki peraturan perundang-undangan, Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun
2021 merupakan peraturan pelaksana yang memperjelas tata cara pelaksanaan asas
kontradiktur delimitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997. Oleh karena itu, kedua peraturan tersebut harus dipahami secara
harmonis sebagai satu kesatuan sistem hukum pendaftaran tanah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak dilaksanakannya asas
kontradiktur delimitasi dalam penandatanganan batas bidang tanah menimbulkan
berbagai akibat hukum. Pertama, hilangnya kepastian hukum terhadap letak dan
batas bidang tanah karena data fisik yang digunakan dalam proses pendaftaran
tanah tidak memperoleh persetujuan dari pihak yang berbatasan. Kedua,
meningkatnya potensi sengketa batas tanah yang dapat berkembang menjadi
sengketa hak atas tanah. Ketiga, sertipikat yang diterbitkan berdasarkan data fisik
yang tidak sesuai prosedur menjadi rentan untuk digugat melalui mekanisme
peradilan maupun pembatalan administratif. Keempat, tidak terpenuhinya
perlindungan hukum preventif yang menjadi tujuan utama penerapan asas
kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan
penandatanganan batas bidang tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 pada dasarnya
bertujuan sama, yaitu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum
terhadap hak atas tanah melalui penerapan asas kontradiktur delimitasi.
Perbedaannya terletak pada waktu dan mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, tidak
dilaksanakannya asas kontradiktur delimitasi berakibat pada terganggunya
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kepastian hukum, meningkatnya risiko sengketa pertanahan, serta berpotensi
menimbulkan cacat administratif maupun yuridis terhadap produk pendaftaran
tanah yang diterbitkan.
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ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM
PENANDATANGANAN BATAS BIDANG TANAH
PADA PENDAFTARAN TANAH

Oleh:

Khairatunnisa®, Djoni S. Gozali*
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Asas Kontradiktur Delimitasi, Penandatanganan Batas, Pendaftaran
Tanah, Kepastian Hukum, Sengketa Pertanahan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan waktu
penandatanganan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi
dalam proses pendaftaran tanah serta menganalisis akibat hukum yang timbul
apabila asas kontradiktur delimitasi tidak dilaksanakan dalam penandatanganan
batas bidang tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan
hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 mengatur bahwa persetujuan dan penandatanganan batas bidang tanah
dilakukan pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan dengan melibatkan
pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan secara langsung. Sementara itu,
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 menggeser pelaksanaan
penandatanganan batas ke tahap pra-permohonan melalui Surat Pernyataan
Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan sebagai syarat
administrasi sebelum pengukuran dilaksanakan. Kedua pengaturan tersebut pada
dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kepastian hukum dan
mencegah sengketa batas tanah. Adapun tidak dilaksanakannya asas kontradiktur
delimitasi dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai batas bidang
tanah, meningkatnya potensi sengketa pertanahan, berkurangnya perlindungan
hukum bagi para pihak, serta membuka kemungkinan terjadinya gugatan terhadap
sertipikat yang diterbitkan berdasarkan data fisik yang tidak sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku.
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PRINCIPLE OF CONTRADICTORY DELIMITATION IN THE SIGNING
OF LAND BOUNDARY IN LAND REGISTRATION

Oleh:
Khairatunnisa', Djoni S. Gozali®
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 113 pages

ABSTRACT

Keywords: Principle of Contradictory Delimitation, Boundary Signing, Land
Registration, Legal Certainty, Land Dispute

The purposes of this research are 10 analyze the regulation of time of signing of land
boundary based on the principle of contradictory delimitation in the process of land
registration and 10 analyze the legal consequence arising if the principle of
contradictory delimitation is not implemented in the signing of land boundary. This
i5 normative legal research using statwte and conceptual spproaches, The legal
resources consist of primary, secondary, and tertiary ones, analyzed qualitatively
with prescoiptive method. The findings of the study indicate that Govermment
Regulation Number 24 of 1997 regulates that approval and signing of land boundary
are conducted at the time of the implementation of measurement oo site by involving
the land owner and the owners of the directly adjacent land. Meanwhile, Regulation
of the Minister of Agrarian and Spatial Affairs/ Head of National Land Agency
(ATR/BPN) Number 16 of 2021 shifts the implementation of boundary sigaing to
the pre-application through Statement Letter of Boundary Marker Installation and
Approval of the Owners Adjacent Land as administrative requirement before the
measurement is carried out. Both of the said regulations in principle have the same
goals, namely 1o actualize legal certainty and 10 prevent land boundary disputes. The
non-performance of the principle of contradictory delimitation can cause legal
uncertainty on the land boundary, escalation of potential land disputes, reduction of
legal protection to the partics, and open possibility for lawsuits against centificate
issued based on physical data which is not in conformity with the prevailing kgal
procedures.
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